INSTRUKSI MENTER DALAM NEGERI

NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN DAN PENYETON PAJAK

PENGHASILAN (PPh), PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN-BM) YANG

DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN DAERAH DAN PEMEGANG

KAS DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: 
a. bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 dan Nomor 1287/KMK.04/1988, telah ditetapkan bahwa Pajak-pajak Negara yang dipungut oleh Bendaharawan wajib membuat laporan tentang pemungutan dan penyetorannya;
b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) oleh Wajib pungut Bendaharawan dan Pemegang Kas Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), perlu memberikan petunjuk yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;
Mengingat; 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
Memperhatikan:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3254/PJ.531/1997 tanggal 19 Nopember 1997 tentang Laporan Wajib Pungut PPh dan PPN atas APBD Tk.I dan TK.II;

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 768/BK/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran atas Pajak , Penghasilan(PPh) Pasal21, Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai( PPN).
MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Gubernur seluruh Indonesia

2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk:
PERTAMA: 
Mengadakan intensifikasi penerimaan negara berupa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPn-BM) yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Gubernur dan Bupati Walikota, baik mengenai jumiahnya maupun kecepatan penyetoran.

KEDUA: 
Memerintahkan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota untuk mengadakan monitoring pajak-pajak Negara berupa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) yang dipungut oleh Bendaharawan Daerah dan Pemegang Kas Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

KETIGA: 
Melaksanakan Istruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

KEEMPAT: 
Bentuk dan contoh laporan sebagaimana dimaksud dalam lampiran IA , IB, IIA, IIB dan III Instruksi ini.

KELIMA : 
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Pebruari 2000

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

Tembusan

1. Yth, Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth, Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

3. Yth, Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;

4. Yth, Sdr. Direktur Jendera Pajak di Jakarta;

5. Pertinggal.
LAMPIRAN 1A INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 
: 1 TH 2000

TANGGAL
: 1-2-2000

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PPh, 21, PPh, 22 DAN PPN

TAHUN ANGGARAN
:

BULAN


:

NAMA UNIT

:

KABUPATEN/KOTA
:

PROPINSI

:

	NO.
	URAIAN
	PENERIMAAN
	PENYETORAN
	SISA YANG BELUM DISETOR

	
	
	S/D BULAN LALU
	BULAN INI
	S/D BULAN INI
	S/D BULAN LALU
	BULAN INI
	S/D BULAN IN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=5-8

	1.
2.

3.
	PAJAK PENGHASILAN (PPh, PASAL 21) 15%
PAJAK PENGHASILAN (PPh. PASAL 22) 1,5%

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	
	
	
	
	


Catatan:
1. Asli untuk Bagian Keuangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Tembusan untuk Biro Keuangan Propinsi yang bersangkutan.

3. Pertinggal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . .

MENGETAHUI




BENDAHARAWAN/PEMEGANG KAS



MENTERI DALAM NEGERI

ATASAN LANGSUNG




DAERAH. . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . 



. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .



   SURJADI SOEDIRDJA

LAMPIRAN IB INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR
: 1 TH 2000

TANGGAL
: 1-2-2000

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PPh. 21, PPh. 22 DAN PPN

TAHUN ANGGARAN
:

BULAN


:

NAMA UNIT

:

PROPINSI

:

	NO.
	URAIAN
	PENERIMAAN
	PENYETORAN
	SISA YANG BELUM DISETOR

	
	
	S/D BULAN LALU
	BULAN INI
	S/D BULAN INI
	S/D BULAN LALU
	BULAN INI
	S/D BULAN INI
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=5-8

	1.

2.

3.
	PAJAK PENGHASILAN (PPh. PASAL 21) 15%

PAJAK PENGHASILAN (PPh. PASAL 22) 1,5%

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	
	
	
	
	
	
	


Catatan:
1. Asli untuk Biro Keuangan Propinsi yang Bersangkutan.

2. Pertinggal.

. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .

MENGETAHUI




BENDAHARAWAN/PEMEGANG KAS


MENTERI DALAM NEGERI

ATASAN LANGSUNG




DAERAH. . . . . . . . . . . . . . . . .




. . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


    SURJADI SOEDIRDJA
LAMPIRAN IIA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
: 1 TH 2000

TANGGAL
: 1-2-2000

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PPh. 21, PPh. 22 DAN PPN

OLEH BENDAHARAWAN DAN PEMEGANG KAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN
:

BULAN

:

KABUPATEN/KOTA
:

PROPINSI

:

	NO.
	UNIT KERJA
	JUMLAH 
BENDAHARAWAN
	PENERIMAAN
	JUMLAH
	PENYETORAN
	JUMLAH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=5+6+7
	9
	10
	11
	12=9+10+11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	BULAN INI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUNLAH S/D BULAN LALU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH S/D BULAN INI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Catatan:
1. Asli untuk Biro Keuangan Propinsi yang bersangkutan

2. Tembusan untuk Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri Jakarta

3. Pertinggal.

. . . . . . . . ., . . . . . . . . . . .  . . . .

MENGETAHUI





KEPALA BAGIAN KEUANGAN



MENTERI DALAM NEGERI

ATASAN LANGSUNG





KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . .





. . . . . . . . . . . . . . . .





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   SURJADI SOEDIRDJA

LAMPIRAN IIB INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
: 1 TH 2000

TANGGAL : 1-2-2000

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PPh. 21, PPh. 22 DAN PPN
OLEH BENDAHARAWAN DAN PEMEGANG KAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN
:

BULAN

:

PROPINSI

:

	NO.
	UNIT KERJA
	JUMLAH

BENDAHARAWAN
	PENERIMAAN
	JUMLAH
	PENYETORAN
	JUMLAH

	
	
	RUTIN
	PROYEK
	PPh PASAL 21 (15%)
	PPh PASAL 22 (1,5%)
	PPN
(10%)
	
	PPh PASAL 21 
(15%)
	PPh PASAL 22 
(1,5%)
	PPN

(10%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=5+6+7
	9
	10
	11
	12=9+10+11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH BULAN INI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH S/D BULAN LALU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH S/D BULAN INI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Catatan:
1. Asli untuk Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri jakarta

2. Pertinggal

. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

MENGETAHUI




KEPALA BIRO KEUANGAN



MENTERI DALAM NEGERI

ATASAN LANGSUNG




PROPINSI . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . .




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   SURJADI SOEDIRDJA
LAMPIRAN III INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
: 1 TH 2000

TANGGAL
: 1-2-2000

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PPh. 21, PPh. 22 DAN PPN 
OLEH PEMERINTAH DAERAH, KABUPATEN KOTA

TAHUN ANGGARAN
:

BULAN

:

PROPINSI

:

	NO.
	NAMA KABUPATEN/

KOTAMADYA
	JUMLAH BENDAHARAWAN/

PEMEGANG KAS DAERAH
	PENERIMAAN
	JUMLAH
	PENYETORAN
	JUMLAH

	
	
	RUTIN
	PROYEK
	KAS

DAERAH
	PPH PASAL

21 (15%)
	PPH PASAL

22 (1,5%)
	PPN

(10%)
	
	PPH PASAL

21 (15%)
	PPH PASAL

22 (1,5%)
	PPN

(10%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10
	11
	12
	13=10+11+12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH BULAN IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH S/D BULAN LALU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH S/D BULAN INI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Catatan:
1. Asli untuk Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri Jakarta.

2. Pertinggal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MENGETAHUI




KEPALA BIRO KEUANGAN

MENTERI DALAM NEGERI

ATASAN LANGSUNG




PROPINSI. . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   SURJADI SOEDIRDJA
